
DIIARMMOTIAMA SAlYA PRAJA 

PEMERINTAH KADUPATEN SEMARANG 

PERATURAN Q,!>,ERAH KABUPATEN SEMARAN3 

NOMOR 14 TAHUN t0/J3 

TENTAN3 

IJIN PERUBAHAN PEJ\13GUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANI~ 

DENGAN RAHMAT TUHI\N Y AN3 MAH"- ESA 

Menini:>ang 

Mengingat 

. BUPATI SEMARAN3, 

a. bal-.wa untUk mencegal1 perubahan penggunaan tanah pertanian ke 
1101 pertanian yang tictak terkendali yang pada akhimya dapat 
mengganggu usaha peningkatan proctuksi pangan dan merusak 
kelestarian Suni:>er Daya Alam serta lingkungan hidup, maka perlu 
diatur dengan perijinan ; 

b. .bal-.wa berdasarkan pertini:>angan tersebut huruf a, maka untUk 
pelaksanaan peni:>erian ljin perubahan penggunaan tanah pertanian 
ke 1101 perta,ian serta penarikan retribusinya perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang ; 

1. Undang-lh:Jang Nara 13 Tahun 1950 tentang Peni:>entukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan A-opinsi Jawa 
Tengah; 

2. l.hdang-undang Nara 67 Tahun 1958 Perubahan Batas-batas 
11\Alayah Kctapraja Salatiga Dan Daerah S.Vatantr.i lingkat 11 
Semarang (Leni:>aran Negara Tahun 1958 Nara 118, Tani:>ahan 
Leni:>aran Negara Nara 1652) ; 

3. U1dang-U1dang Nara 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pci<ok t>graria (Leni:>aran Negara Tal1Un 1960 Nara 104, 
Tani:>ahan Lernbaran Negara Nara 2043) ; 

4. U1dang-l.hdang Nara 51 / A"p. Tahun 1960 tentang Larangan 
Pemakaian Tanah Tanpa ljin Yang Berhak lltau Kuasanya 
(Leni:>aran Negara Tahun 1960 Nara 158, Tambahan Leni:>aran 
Negara Nara 2106) ; 



. . .; 

5. U1dang-U1dang N:rrcr 56 I Prp. Tahun1960 tentang Penetapan 
Luas Ta11at1 Pertanian (Lerrbaran Negara Tat1un 1960 l\bn::x" 174, 
Tarrbahan Lerrbaran Negara N:rra 2117) ; 

6. Lhdang-Lhdang Nornor 12 TahU11 1992 tentang Sstem Budidaya 
Tanam (Lerrbaran Negara Tat,un 1992 l\b'ra 46, Tarrbahan 
Lerrbaran Negara N:m:r 3478); 

7. U1dang-U1dang Nornor 18 Tahun1997 tentang Pajak Daera11 Dan 
Retribusi Daerah (Lermaran Negara Tahun 1997 f\b"ncf 41 , 
Tarmalian Lerrbaran Negara l\b'nor 3685) ; 

8. U1dang-U1dang f\.brra' 23 Tahun 1997 tentang Pengeldaan 
Lingkungan Hdup (Leni:>aran Negara Talm 199T N:rra 68, 
Tarrbahan Lerrbaran Negara l\b'nor 3699); 

9. U1dang-U1dang l\b'nor 22 Tahun 1999 tertang Pemerintahan 
Daerah (Lerrbaran Negara Tahun 1999 l\b'ra 60, Tarrbahan 
Lerrt>aran NecJara f\bTa' 3839) ; 

10. Lhdang-Lhdang J\b"nor 34 Tal1un 2000 tentang Perubahan Atas 
U1dang-Lhdang Nornor 18 Tahun1997 Tentang Pajak Daerah Dan 
Retribusi Daerah (Lerrbaran .Negara Tahun 2000 l\bn:f 246, 
Tarrbahan Leni:>aran Negara N:rra 4048); 

11 . Peraturan Pemerintah Nornor 16 Tahun 1976 tentang Perluasa11 
Kdarradya Daerah 1ingkat II Serrarang (Lermaran Negara 
Tahun 1976 f\.brra' 25, Tarrbalian Lerrbaran Negara 
l\b'nor 3079); 

12. Peraturan Pemerintah l\bn:f 69 Tahun 1992 tentang Penbahan 
Batas Wlayah Kdarnadya Daerah 1ingkat 11 sa1atiga Dan 
Kabupaten Daerah 1ingkat II Serra.rang (Lerrbaran Negara 
Tahun 1992 l\b'ra . 114, Tarrbal1an Lerrbaran Negara 
Nornor 3500) ; 

13. Peraturan Pemerintal, l\bn:f 66 Tahut1 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lerrbaran Negara Tahun 2001 !\bra 119, Tarrbahan 
Leni:>aran Negara N::xra- 4139) ; 

14. Keputusan Presiden l\bTu 32 Tahlll 1990 tentang Pengeldaan 
Kawasan Lindung ; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri N::xra- 5 Tahun 1975 tentang 
Ketentuan-ketentuan Mengenai Penyediaan Dan Perrberlan Tanah 
Ultuk Keperluan Perusahaan ; 

16. Peraturan Menteri Negara .Ag-aria I Kepala Sadan Pertanahan 
Nasicnal l'bncf 2 Tal1un 1999 tentang ljin Ld<asi ; 

17. Keputusan Menteri Datam Negeri dan Otoncm Daerah N::xra 21 
Tahun 2001 tentang Teknis Penyuslllan Dan Materi Muatan A'oduk
prod\.lk H.Jkurn Daerah ; 

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otcncm Daerat1 l\bTrr 22 
Tat1ut1 2001 tentang Bentuk A'oduk-produk t--lJKum Daerah ; 

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Ota,cm Daeral1 N::rra" 23 
Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Prociuk H.Jkur:n Daerah ; 



21. Keputusan Menteri. Dalam Negeri dan Otcnali Daerah ~ 24 
Tahun 2001 tentang Lerrbaran Daerah Dan Serita Daerah ; 

22. Keputusan Menteri Dalam l\legeri dan Ota1ari Daerah N:xro- 29 
Tahun 2002 tentang Pedornan Pengurusan, Pertanggungjawaban 
Dan Pengawasan Keuangan Daerah Sert a Tata cara Pe, 1yusunan 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daeral1, Pelaksanaan Tata cara 
Usaha Keuangan Daeral1 Dan Penyusunan Perl1itungan ,Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah ; · 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Daeral1 Tingkat 11 Serrarang ~ 
10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Spil O Lingkungan 
Pemerintal1 Kabupaten Daerah lingkat 11 Serrarang (Lerrbaran 
Daerah Kabupaten Daeral1 Tingkat II Serrarang Tahun 1988 
N:rra" 17 Seri D N:rra" 11) ; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Serrarang l'bn:x'" 9 Tahun 2001 
tentang Perrbentukan SJsunan Organisasi Dan Tata Kerja Dnas 
Pertanahan (Lerrbaran Daerah Kabupaten Serrarang Tahun 2001 
l\k:rra' 9) ; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang l'-.k:rrcf 4 Tahun 2002 
tentang Rer1eana Tata Ruang Wlayah Kabupaten Serrarang 
(Lerrbaran Daerah Kabupaten Serrarang Tahun 2002 Nora" 12, 
Tarrbahan Lerrbaran Daerah Kabupaten Serrarang 2) ; 

Dengan persetujuem 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAER.AH KABUPATEN SEMARANG 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARAN3 TENfAN3 IJIN 
PERUeAHA.N PEN3GLJI\LAAN T~ PERTAl'JIAN KE l'ON 
PERTANIAN . 

KETENTLW-J UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dirraksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Serrarang . 
2. Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten 

adalah Bupati Serna.rang beserta Perangkat Daerah sebagai Sadan Eksekutif 
Daerah. 

3 . Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten 
Semarang . . 

4. Dnas Pertanahan adatah Dnas Pertanahan Kabupaten Serrarang. 



5. Tanah -Pertanian adalah Tanah yang dipergunakan untuk usaha pertanian dalam arti 
luas mencakup persawallan, tegalan, perkebunan, hutan, perikanan dan ladang 
penggerrbalaan . . 

6. Tanah l\b1 Pertanian adalah tanah yang dipergunakan untuk perm.Jkiman / 
perumahan, industri I perusahaan, jasa dan usaha sosial . 

7. Perubahan Tanah Pertanian Ke l'b1 Pertanian adalah perubahan status penggunaan 
dari tanah pertanian ke non pertanian yang bersifat permanen . · 

8. Sadan adalah badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan kananditer, 
perseroan lainnya, badan usaha rrilik negara dan daerah dengan nama atau· bentuk 
apapun, persekutuan, perkurrpulan, firma, ka,gsi, kq)erasi atau organisasi yang 
sejenis, leni:>aga pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usal1a lainnya . 

9 . ljin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke l\b1 Pertanlan yang selanjutnya 
disebut ijin adalah ljin yang dikeluarkan deli Kepala Onas Pertanal1an atas nama 
Bupati bagi kegiatan perubahan status penggunaan tanal1 pertanian ke 1101 
pertanian . 

10. Retribusi Perijinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah 
Daerah dalam rangka permerian ijin kepada orang pribadi atau badan yang 
dimaksudkan untuk perrt>inaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas 
kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan suni:>er daya alam, barang, prasarana, 
sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan urn.m dan menjaga 
kelestarian lingkungan . 

11. &Jrat Ketetapan Retribusi Daeral1 yang selanjutnya disingkat SKRD adalat, surat 
untuk rrenentukan besamya retribusi yang terutang . 

12. &!rat Tagi11an Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat atau 
dci<urnen lain yang dipersarrakan untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi 
adrrinistrasi berupa bunga dan atau denda . 

13. &!rat Setoran RetribUsi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat atau 
dokumen lain yang dipersarrakan yang digu1akan cieh Wajip Retribusi untuk 
melakukan perrbayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daeral1 atau 
ke teni:>at perrbayaran lain yang ditetapkan deh Bupati . 

BA.BIi 

1\11.AKSUO DAN TWlJ.6J\I 

Pasal 2 

Maksud perrt>erian ljin perubahan penggunaan tanah pertanian ke nm pertanian adalal1 
untuk 1riencegal1, mengendalikan dan meni:>erikan arahan perubahan penggunaan tanah 
pertanian ke nm pertanian $esuai dengan Rencana Tata Ruang Wlayah . 

Pasal 3 

Tujuan perrberian ljin adalal1 : 
a. sebagai upaya pelestarian lal1an pertanian; dan 
b. tertib admnistrasi pertanahan dan penggunaan tanah . 



BAB Ill 

OBYEK DAN SUBYEK IJIN PERLJB.AJ-w.J PEN3GUNAAN T~ PERTANIAN 
KE I\ON PERT ANIAN 

Pasal4 

( 1) Obyek ijin adalah setiap keglatan perubahaf"! penggunaan tanah pertanian ke na, 
pertanian , dengan ketentuan : 

a. di luar ~wasan Undt..ng ; 
b . di luar sawah lrlgasl teknls / sawah subur.dengan ketentuan sebagal berlkut : 

1. Sawah dengan pdensi produktivitas 30 (tiga puluh) kwintal san-pai dengan 45 
( errpat puluh lima) kwlntal Gabah Kering Giling / Ha / panen untuk wilayah 
pedesaan maksimal 1.000 ni1 (seribu meter persegi) dan perkctaan 500 m2 
(lima ratus meter per segi) ; 

2. Sawah dengan pdensi produktivitas dibawah 30 (tiga puluh) kwintal gabah 
-Kering Gillng /Ha/ panen. 

(2) Areal persawahan yang bdeh dikcnversi dan yang harus dipertahankan _tercantum 
dalam Peta sebagaimana Larrplran Peraturan Daerah inl. 

Pasal 5 

&Jbyek ijin adalah orang pribadi atau Badan yang rrelakukan kegiatan perubahan 
penggunaan tanah pertanian ke noo pertanian . 

BABIV 

TATA CARA DAN PERSY ARATAN MEMPEROLEH IJIN 

Pasal 6 

( 1) Setiap orang pribadi atau Sadan yang rrengadakan perubahan penggunaan tanah 
pertanian ke na1 pertanian wajib n--enilikl ljin . 

(2) ljin sebagairrana dirraksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati 
n--elalui Kepala Onas Pertanahan dengan dilalipiri persyaratan sebagal berlkut : 
a. fdo ccpy bukti penilikan tanah yang dirrdla1 ; 
b. fcto copy Kartu Tanda Penducluk pemdloo ; 
c. surat pemyataan kesanggupan menggunakan tanah sesuai ijin yang diberikan . 
d. surat keterangan tanah tidak dalam sengketa yang diterbitkan deh Kepala 

Desa/Kelurahan seteni:>at 
e. bukti pelunasan Pajak Buni dan Bangunan atas tanah yang dirrd"loo ; 
f . fcto copy AAta Pendirian Perusahaan ctan a tau ljin Ld<asl bagi Perusahaan ; 
g. garmar rencana induk penggur,aan tanah yang dlmd'loo ; 
h. proposal / Rencana Kegiatan Permangunan. 



•·,,t 

.. 

Pasal7 

( 1) Dalam jangka waktu paling lama 12 ( dua belas) hari kerja sejak perrrd1cnan 
sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan hasil penelitian lapangan dinyatakan lengkap dan 
benar, Bupati melalui Kepala Dnas Pertanahan dapat mengabulkan atau menolak 
perrrdlcnan ijin . 

(2) Bupati menunda perrrdla1an ijin apabila persyaratan belum lengkap dan benar. 

(3) Penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada 
yang bersangkutan dengan disertai alasan-alasannya dalam waktu 5 (lima) hari kerja 
sejak perm::iha1an diajukan. 

( 4) Pemohcn ljin sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib rnelakukan perbaikan dan atau 
rretengkapi persyaratan selarrbat-larrt>atnya 5 (lima) hari kerja sejak perrberitahuan 
penundaan diterima.. 

(5) Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak 
dapat dipenuhi, Bupati menolak perm::hcnan ijin yang diajukan. · 

(6) Pem:t1a1 ljin yang ditolak dapat mengajukan perrrd1cnan kerrbali. 

BA.BV 

JANGKA WAKTU BERL.AKUNYA IJIN 

Pasal 8 

( 1) ljin sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat ( 1) diberikan atas . nama Pemol1a1 untuk 
jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan. 

(2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pemegang ijin harus sudah metaksanakan 
kegiatan sesuai permol1a1an. 

(3) Apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan · sebagaimana dimaksud ayat (2) 
pemegang ijin belum dapat merealisasikan atau melaksanakan kegiatannya rraka ijin 
dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 ( satu) tahun . 

( 4) Permol1q1an perpan_iangan sebagairnana dimaksud ayat (3) ctiajukan paling larrt>at 1 
( satu) bulan sebelum jangka waktu ijin berakhir. 

KEWAJIBAJ\J 

Pasal9 

( 1) Pemegang ljin berl~ewajiban mematul1i ketentuan-ketentuan sebagai berikut 



a. sebelum melaksanakan kegiatan sesuai dengan ijin yang diberikari terlebih dahulu 
merrperdel1 ljin Mendirikan Bangunan (1MB) dan atau perijinan lain sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku ; 

b. melestarikan fasilitas urrum yang ada disekitar lokasi tanah yang diberikan ijin ; 
c. menyediakan fasilitas urrum yang berkaitan dengan jenis dan tujuan penggunaan 

tanat, yang diberikan ijin ; 
c. melestarikan lingkungan hidup. 

(2) K8'vVajiban sebagairrana dimaksud ayat ( 1) secara terinci disesuaikan dengan 
peruntukannya yang dituangkan dalam ijin yang diberikan. 

BAB VII 

PEN:.'ABUTAN !JIN 

Pasal 10 

ljin dapat dicabut apabila : 
a. .A.tas pernintaan sendiri ; . 
b. BelLrn melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 8; 
c. Tidak mengindahkan peringatan yang diberikan 3 (tiga) kali berturut-turut dengan 

tenggang waktu rnasing-masing 1 (satu) bulan; 
d. lidak melaksanakan k8'vVajiban sebagaimana tercantum dalam ljin . 

BA.B VIII 

NAJ\J1A, OBYEK, DAN SUBY EK RETRI BUSI . 

Pasal 11 

Dengan nama ljin Perubahan Penggunaan Tanal1 Pertanian ke f\b1 Pertanian dipungut 
Retribusi atas jasa pelayanan pemberian ljin. 

Pasal 12 

Obyek Retribusi adalah kegiatan pemberian ljin perubahan penggunaan tanah pertanian 
ke ncn pertanian . 

Pasal 13 

SUbyek Retribusi adalal1 orang pribadi atau badan yang melakukan perubal1an 
penggunaan tanal1 pertanian ke noo pertanian. 



BABIX 

GOLOt-.GAN RETRI BUSI 

Pasal 14 

Retribusi ljin Perubah13n Tanah Pertanian ke l\b1 Pertanian digcioogkan retribusi perijinan 
tertentu. 

BAB X 

CARA MENGUKUR Tl I\GKAT PEl'GGUNAAN JASA 

Pasal 15 

1ingkat penggunaan jasa ljin Perubal1an Penggunaan Tanal, Pertanian ke !\bl Pertanian 
diukur berdasarkan nilai investasi, urrur ekatCms, biaya qJerasia1al, biaya 
pemelil"',araan dan vdume pelayanan yang diberikan dalam peni.Jerian ljin . 

BA.BXI 

RETRIBUSI 

Pasal 16 

Bagi perrd1cn ijin dikenakan retribusi yang besamya ditetapkan berdasarkan kriteria 
sebagai berikut : 
a. untuk perusahaan / inctustri sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per meter persegi ; 
b. untuk peruniahan / rurrah terrpat tinggal $ebesar Rp 400,- ( errpat ratus rupial,) per 

meter persegi . 
BABXII 

VVI LAY AH PEMUI\GUT AJ\J 

Pasal 17 

Wlayah perrungutan retribusi ljin Perubal1an Penggunaan Tanah Pertanian ke l\b1 
Pertanian adalah Kabupaten Serrarang . 

BABXIII 

TATA CARA PEMBA.Y ARAN RETRI BUSI 

Pasal 18 

( 1 ) Perrt>ayaran retribusi t1arus dilakukan secara tunai dan diseta-kan ke Kas Daerah 
atau terrpat lain yang ditentukan. 



' 

(2) Perrbayaran retribusi sebagairrana dirraksud dalam ayat (1) diberikan alat bukti 
perrt>ayaran. 

(3) Tata cara perrbayaran yang dilakukan di terrpat lain sebagairrana dirraksud dalam 
ayat ( 1) ditetapkan cieh Bupati . 

(4) Setiap perrbayaran dicatat dalam buku penerimaan. 

(5) Bentuk, isi dan buku penerimaan ditetapkan cieh &lpati. 

MBXIV 

TATAC,P.RAPEML.Jf\GVfAN 

Pasal 19 

(1) Perrungutan Retribusi tidak dapat diba-a19kan . 

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau d~I.Jll"en lain yang 
dipersarrakan. 

(3) Setiap perrt>ayaran retribusi diberikan tanda bukti perrbayaran. 

PEL.AKSAJ\LA. DAN PEI\GAWASAJ\I 

Pasal 20 

(1).Pelaksana dari Peraturan Daeral1 ini adalal1 Dnas Pertanahan . 

(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan deh Tim yang 
dibentuk dengan Keputusan Bupati. 

MBXVI 

PENYIDIKAN 

Pasal 21 

Selain Penyidik POLRI sebagairrana dirraksud dalam Uldang-undang t-brcf 8 
Tahl.11 1981 tentang H.Jkum .Acara Pldana, Penyidik-Pegawai Negeri Spil di lingkLngan . 
Pemerintah Daerah dapat diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan tert1adap 
pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. 



BABXVll 

KETENTUAN Pl DANA. 

Pasal22 

( 1) Setiap <:.rang pribadi atau badan yang dengan sengaja a tau karena kelalaiannya 
melanggar ketentuan Pasal 6 ayat ( 1) dan Pasal 9 dikenakan pidana kurungan poling 
lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 

(2) Tindak pidana sebagairrana dirraksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran. 

BABXVIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal23 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 
pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal24 

Peraturan Da.erah ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap a-ang dapat mengetahuinya, memerintal"lkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penerrpatannya dalam Leni:>aran Daerah Kabupaten Semarang . 

Otetapkan di U1garan 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERA TURAN DAERAH KABUPATEN SEMARAI\G 

t'OMOR 14 TAHUN 2003 

TENfMG 

IJIN PERU8,AJ-W\I PEN3GUNA.AN TANA.H PERTANIAN KE f\ON PERTANl,AJ\J 

I. UMUM 

. 

Ketersediaan lal,an perurrahan, terrpat berusaha dan kegiatan sosial, selama 
1111 dirasakan tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat akan hal tersebut, 
sehingga sering mengakibatkan adanya penggunaan tanat1 pertani~n untuk mencukupi 
kebutuhan dirraksud. 

Ultuk melindur)gi dan mengendalikan penggunaan tanah pertanian yang tidak 
sesu~i dengan peruntukannya yang pada akllirnya dapat mengganggu usaha 
peningkatan prcduksi pangan dan merusak kelestarian alam serta lingkungan hidup, 
maka dipandang perlu mengadakan pengaturan dan perljinannya dituangkan ctalam 
Peraturan Daerah. 

Selanjutnya dalam pelaksanaannya, perrberian ljin perubahan penggunaan 
tanah pertanian ke nm pertanian tersebut merrperhatikan Rencana Detail Tata 
Ruang Kcta rrasing-rrasing · Kecamatan sesuai dengan ld<asi tanah yang diubal1 
penggunaannya, serta hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan urrum lainnya . 

11. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 sarrpai dengan Pasal 5 

Cukup jelas 

Pasal6 

ayat (1) 

CUkupjelas 

ayat (2) 

11uruf a 

Yang dimaksud dengan t;,ukti kepeTTilikan tanah adalah sertifikat, 
akta jual beli atau akta hibah, fcto cq:>y letter C Desa . 



huruf a sarrpai t1Uruf h 

OJkup jelas 

Pasal 7 sarrpai dengan Pasal 8 

OJkup jelas 

Pasal9 

Ketentuan kewajiban dalam surat ijin adalal1 ketentuan yang ditetapkan · 
berdasarkan pertirrt>angan Tim yang dituangkan dalam Serita .Acara 
Pemeriksaan Lapangan . 

Pasal 10 

huruf a dan b 

CUkup jelas 

huruf c 

Pencabutan ijin melalui proses peringatan tertulis lersebut berc.tasarkan 
pada penelitian aspek tata guna tanah . 

l1uruf d 

CUkup jelas 

Pasal 11 

CUkup jelas 

Pasal 12 

CUkupjelas 

Pasal 13 

OJkup jelas 

Pasal 14 

Dasar Penggda,gan Retribusi adalah Peraturan Pemerintah tara 66 · 
TahLD1 2001 tentang Retribusi Daerah . 



Pasal 15 

Q.lkup jelas 

Pasal16 

huruf a 

a. Tarif Retrlbusi ljin Perubal1an Penggt..naan Tanah Pertanian ke N:l1 
Pertanian untuk Perusahaan / lndustri ditentukan dengan Rurrus 
sebagai berikut : 

I N V E S TA SI + BIAYAOPERASIONAL + BIAYAPEMELIHARAAN · 
UMUR EKONQMIS J TAHUN l TAHUN 

VOLUME PELAYANAN 1 TAHUN 

INv'EST.ASI terdiri dari pengadaan kcrrputer lJltuk 
men-proses ljin Perubahan Penggunaan 

. Tana11 Pertanian ke N:::n Pertanian, 
diperkirakan Rp. 15.000.000,-

UMUR EKOI\OMIS urrur investasi diperkirakan selarra 5 
(lirra) tahun . 

BIAYA OPERASIONA.L terdirl dari t-b1cr dan Transpcrt 1im, 
Penelitian Aspek Tata Guna Tanah, .AJat 
Tulis Kanta (ATK) Rp. 466.000,- / 
bidang, selarra satu tahu1 diperkirakan 
120 bidang X Rp 466.000,- = 
Rp. 55.920.000,-

BIAYA PEMELIKARAAN : terdiri dari pemeti11araan karputer 
selarra 1 (satu) tahun Rp. 1.500.000,- . 

VOLUME PELAYANA.N : pelayanan dalam 1 (satu) tahun (12 
lci~asi @ 5.000 M') = ± 200.000 M' . 

Pengllitungan Tarif Retribusi ljin Perubal1an Penggt1naan Tanar, Net1-
Pertanian ke Na, Pertaniai1 : 

15.000.000 + 55.920.000 + 1.500.000 

5 

200.000 

= Rp. 301,- / M2 dibulatkan menjadi Rp. 300,- / M2. 



, .. .. 
. . 
. '. ' 

Tarif ini berlaku untuk luas lebih dari 5.000 M2, sedangkan luas l<urang 
dari 5.000 M2 disamakan dengan tarif rurrah terrpat tinggal . 

O;otct, : lndustri dengan luas 7.500 M2, tarifnya adalah: 
1. 5.000 M2 x Rp. 400,- = Rp. 2.000.000,-
2. 2.500 M2 x Rp. 300,- = Rp. 750.000,
Juniah Tarif = Rp. 2.750.000,-

b. Tarif Retribusi ljin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke l\b'l 
Pertanian untuk Perurrat1an / Rurral1 Terrpat linggal lndustri 
ditentukan dengan Rurrus sebagai berikut : 

I N V E S T A SI + BIAYA OPERASIONAL + BIAYA PEMELIHARMN 
UMUR EKONOMIS l TAHUN l TAHUN __. 

VOLUME PELAYANAN 1 TAHUN 

11\1\/EST ASI 

UMUR EKON'.JMIS 

BIAYA OPERASIONAJ.. 

BIAYA PEMELI ~ 

VOLUME PELAY ANAJ'J 

terdiri dari pengadaan korrputer untuk 
men-proses ljin Perubahan 
Penggunaan Tanah Pertanian ke N:::A1 
Pertanian, diperkirakan 
Rp. 15.000.000,-

urrur investasi diperkirakan selarra 5 
(lirra) tahun. 

terdiri dari t-b'la- dan Transpat lim, 
Penelitian .A.spek Tata Guna Tanah, 
.AJat Tulis Karta- (ATI<) Rp. 466.000,- I 
bidang, selama satu tahun diperkirakan 
120 bidang x Rp 466.000,- = 
Rp. 55.920.000,- · 

Biaya Pemeliharaan terdiri dari 
pemeliharaan karpuer selama 1 
(satu) tahun Rp. 1.500.000,-

pelayanan dalam 1 ( satu) tahun ( 120 
bidang@ 1.000 M2) = ± 150.000 M2 . 

Penghitungan Tarif Retribusi ljin Perubahan Penggunaan Tanah 
Pertanian ke N:::A1 Pertanian : 

15.000.000 + 55.920.000 + 1.500.000 
5 

150.000 

= Rp. 403,- / M2 dibulatkan menjadi Rp. 400,- / M2 . 



Pasal 17 dan Pasal 18 

O.Skup jelas 

Pasal 19 

Yang diniaksud dengan pem.Jngua'ibusi tidak ctapat dibcrc:r,gkan adalal1 
bahwa se~uruh proses l{egiatan r=Jutan retribusi tidak dapat cli~erallkan 
kepada p1hak ketiga . l\la.rrun, j1 pengertian ini bukan l)era111 balwa 
Pemerintah Daerah tidak bdel1 e.1sama dengan pil1ak l~eti~J'-' . Oengc1n 
sangat selektif dalam proses peru:an retribusi, Pemerintal1 [)aernl1 dapat 
mengajak bekerjasarna badan-bmrtentu yang karerm prof esicn .1lisrn:::ny, 1 

layak dipercaya untuk ikut rrel;.B,kan sebagian tugas penul"l~1utan 101 11:-, 

r~tri~usi secara lebill efisien ~iatan perrungutan yan~J t1c1~,k da\.1• 1t 
dik~rJa~amakan dengan pil1ak kcg,dalal1 kegiatan pen~Jl1it ungan besarnv, 1 

retnbus, terutang dan penagihan tnsi . 

Pasal 20 sarrpai dengan Pasal 24 

CUkup jelas 
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